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BAB III 

OPERASI PLASTIK MENGUBAH GARIS TANGAN MENURUT 

UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN 

 

 

Operasi plastik merupakan salah satu metode kesehatan yang banyak 

dilakukan oleh Masyarakat. Di Negara Indonesia masyarakat harus hidup dengan 

aturan yang mengikat sehingga aturan tersebut yang melindungi masyarakat agar 

tidak terjadi sesuatu yang merugikan. Dalam bidang kesehatan Negara Indonesia 

telah melahirkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur 

tentang Kesehatan Oleh karena itu, dalam bab 3 ini akan diuraikan mengenai (a) 

sejarah Undang-Undang Kesehatan, (b) operasi plastik mengubah garis tangan. 

Sehinga dari pemaparan tersebut dapat dipahami dengan mudah mengenai aturan 

operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan. 

 

A. Sejarah Undang-Undang Kesehatan 

Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan Hak Asasi Manusia 

yang harus diwujudkan karena sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan 

telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian 

abadi serta keadilan sosial. 
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Pertama munculnya Undang-Undang tentang pokok-pokok Kesehatan 

Tahun 1960 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960. Belum begitu 

tergali secara baik, kemudian pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Adanya perkembangan zaman 

seperti pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam 

era global ini ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sehingga UU tersebut dicabut dan 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
1
 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai undang-undang terbaru 

tentang kesehatan, memuat 205 pasal terkait bidang kesehatan dan disahkan 

oleh Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono. Hingga 

sampai saat ini Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 masih berlaku.
2

                                                           
1
Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang 

Kesehatan,(Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2013) hal. 9   
2
Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun  2014 Tentang Kesehatan Jiwa, 

(Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), hal. 10   
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Tabel 3.1 Perbedaan UU No. 23 Tahun 1992 dan UU No.36 Tahun 2009 : 

No UU No. 36 Tahun 2009 UU No. 23 Tahun  1992 UUNo. 9 Tahun  1960 

1. Pasal 27 ayat (2) 

Tenaga kesehatan 

dalam melaksanakan 

tugasnya 

berkewajiban mengem

bangkan dan 

meningkatkan 

pengetahuan dan 

keterampilan yang 

dimiliki. 

Pasal 53 ayat (2) 

Tenaga kesehatan dalam 

melakukan tugasnya 

berkewajiban 

untuk mematuhi standard 

profesi dan menghormati 

hak pasien. 

- 

2. Pasal 29 

Dalam hal tenaga 

kesehatan diduga 

melakukan kelalaian 

dalam menjalankan 

profesinya, kelalaian 

tersebut harus 

diselesaikan terlebih 

dahulu 

melalui mediasi. 

Pasal 54 ayat (2) 

Penentuan ada tidaknya 

kesalahan atau kelalaian 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) ditentukan 

oleh Majelis Disiplin 

Tenaga Kesehatan. 

 

- 

3. Pasal 30 ayat (3) 

Fasilitas pelayanan 

kesehatan sebagaimana 

dimaksud 

pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh 

pihakPemerintah, 

pemerintah daerah, 

dan swasta. 

Pasal 56 ayat (2) 

Sarana kesehatan 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayata (1) dapat 

diselenggarakan 

oleh pemerintah dan atau 

masyarakat. 

- 

4. Pasal 37 ayat (2) 

Pengelolaan perbekalan 

kesehatan yang berupa 

obat 

esensial dan alat 

kesehatan dasar tertentu 

dilaksanakan 

dengan memperhatikan 

kemanfaatan, harga, 

dan faktor 

yang berkaitan dengan 

pemerataan. 

Pasal 61 ayat (2) 

Pengelolaan perbekalan 

kesehatan yang berupa 

sediaan farmasi dan alat 

kesehatan dasar tertentu 

dilaksanakan 

dengan 

memperhatikan pemenuhan 

kebutuhan, kemanfaatan, 

harga, dan faktor 

yang berkaitan dengan 

pemerataan. 

Pasal 10 ayat 2 

Pemerintah menetapkan 

penggunaan dan 

penyebaran tenaga 

kesehatan  

Pemerintah maupun 

swasta sesuai dengan 

keperluan masyarakat 

dengan 
mengingat keseimbangan 

antara jumlah tenaga yang 

diperlukan dan  

tenaga yang tersedia. 

5. Pasal 39 

Ketentuan mengenai 

perbekalan kesehatan 

ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri. 

Pasal 64 

Ketentuan mengenai 

perbekalan kesehatan 

ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah 

- 
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Lanjutan Tabel … 

6. Pasal 97 ayat (4) 

Ketentuan mengenai 

kesehatan matra 

sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 

ini diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

Pasal 48 ayat (3) 

Ketentuan mengenai 

kesehatan matra sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan 

ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan 

Pemerintah. 

- 

7. Pasal 64 ayat (1) 

Penyembuhan 

penyakit dan 

pemulihan kesehatan 
dapat 

dilakukan melalui 

transplantasi organ 

dan/atau jaringan 

tubuh, implan obat 

dan/atau alat kesehatan, 

bedah 

plastik dan 

rekonstruksi, 

serta penggunaan sel 

punca. 

Pasal 33 ayat (1) 

Dalam penyembuhan 

penyakit dan pemulihan 

kesehatan dapat 

dilakukan transplantasi organ 

dan/atau jaringan 

tubuh, transfuse darah, 

implan obat dan/atau alat 

kesehatan, bedah 

plastik dan rekonstruksi. 

Pasal 6 

Pemerintah 

melakukan 

pencegahan penyakit 
dengan 

menyelenggarakan:  

1. hygiene 

lingkungan 

termasuk 

kebersihan. 

2. pengebalan 

(immunisasi), 

3. karantina,  

4. hal-hal lain yang 

perlu. 

9. Pasal 178 

Pemerintah dan 

pemerintah 

daerahmelakukan 

pembinaan 

terhadap masyarakat 

dan terhadap setiap 

penyelenggara 

kegiatan yang 

berhubungan dengan 

sumber daya kesehatan 

di 

bidang kesehatan dan 

upaya kesehatan. 

Pasal 73 

Pemerintah melakukan 

pembinaan 

terhadap semua kegiatan yang 

berkaitan dengan 

penyelenggaraan upaya 

kesehatan. 

Pasal 10 ayat 1 

Pemerintah melakukan 

usaha-usaha agar rakyat 

memiliki pengertian dan  

kesadaran tentang 

pemeliharaan dan 

perlindungan kesehatan 

10. Pasal 181 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pembinan 

diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

Pasal 75 

Ketentuan mengenai 

pembinaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 73 dan 

Pasal 74 ditetapkan 

dengan Peraturan 

Pemerintah. 

- 

11. Pasal 182 ayat (1) 

Menteri melakukan 

pengawasan terhadap 

masyarakat 

dan setiap 

penyelenggara kegiatan 

yang berhubungan 

dengan sumber daya di 

bidang kesehatan dan 

upayakesehatan. 

Pasal 76 

Pemerintah melakukan 

pengawasan terhadap semua 

kegiatan yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan 

upaya 

kesehatan baik yang dilakukan 

oleh pemerintah maupun 

masyarakat. 

Pasal 14 ayat 4 

Usaha-usaha 

pengobatan berdasarkan 

ilmu dan/atau cara lain 

dari pada ilmu 

kedokteran, diawasi 

oleh Pemerintah agar 

tidak membahayakan  

Masyarakat 
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Lanjutan Tabel… 

 

12. Pasal 187 

Ketentuan lebih lanjut 

tentang pengawasan 

diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

Pasal 78 

Ketetntuan mengenai 

pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76 

ditentukan 

dengan Peraturan 

Pemerintah 

Pasal 10 ayat 4 

Pemerintah mengawasi 

dan membimbing tenaga 

kesehatan dalam  

menjalankan 

kewajibannya dengan 

memperhatikan norma-

norma  

keagamaan. 

13. Pasal 189 ayat (1) 

Selain penyidik polisi 

negara Republik 

Indonesia, kepada 

pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu di 

lingkungan 

pemerintahan yang 

menyelenggarakan 

urusan di bidang 
kesehatan juga diberi 

wewenang khusus 

sebagai 

penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam 

Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara 

Pidana 

untuk melakukan 

penyidikan tindak 

pidana di bidang 

kesehatan. 

Pasal 79 ayat (1) 

Selain penyidik pejabat 

polisi negara Republik 

Indonesia juga kepada 

pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu diDepartemen 

Kesehatan diberi wewenang 

khusus sebagai 

penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-

Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara 

Pidana 

untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana sebagaimana 

diatur dalam undang-undang 

ini. 

Pasal 12 ayat 2 

Penyelidikan ini meliputi 

statistik, penyelidikan 

laboratorium,  

penyelidikan masyarakat, 

bedah mayat dalam 

keadaan darurat serta  

percobaan hewan dengan 

mengingat perkembangan 

ilmu pengetahuan  

termasuk ilmu tenaga 

atom. 

14. Pasal 193 

Setiap orang yang 

dengan sengaja 

melakukan bedah 

plastik 

dan rekonstruksi untuk 

tujuan mengubah 

identitas seseorang 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 69 

diancam dengan 

pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) 

tahun dan denda 

paling 

banyak Rp1.000.000.00

0,00 (satu miliar 

rupiah) 

Pasal 81 ayat (1C) 

Barang siapa yang tanpa 

kehlian dan kewenangan 

dengan sengaja melakukan 

bedah plastic dan 

rekonstruksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 

ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 7 

(tujuh) tahun dan atau 

pidana denda paling 

banyak Rp.140.000.000,00 

(seratus empat puluh juta 

rupiah). 

- 
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Lanjutan Tabel … 

 

15. Pasal 196 

Setiap orang yang 

dengan sengaja 

memproduksi atau 

mengedarkan sediaan 

farmasi dan/atau alat 

kesehatan yang 

tidak memenuhi standar 

dan/atau persyaratan 

keamanan, 

khasiat atau 

kemanfaatan, dan mutu 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 98 ayat (2) 

dan ayat (3) dipidana 

dengan pidana 

penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan 

denda paling 

banyak Rp1.000.000.00

0,00 (satu miliar 

rupiah). 

Pasal 181 ayat (2b) 

Barang siapa dengan sengaja 

memproduksi dan atau 

mengedarkan alat kesehatan 

yang 

tidak memenuhi standardan 

atau persyaratan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 ayat (2) 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan atau pidana denda 

paling 

banyak Rp.140.000.000,00 

(seratus empat puluh juta 

rupiah). 

- 

16. Pasal 197 

Setiap orang yang 

dengan sengaja 

memproduksi atau 

mengedarkan sediaan 

farmasi dan/atau alat 

kesehatan yang 

tidak memiliki izin edar 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 

106 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara 

paling lama 15 

(lima belas) tahun dan 

denda paling banyak 

Rp1.500.000.000,00 

(satu miliar lima ratus 

juta rupiah). 

Pasal 81 ayat (2C) 

Barang siapa dengan sengaja 

mengedarkan sediaan 

farmasi dan/atau alat 

kesehatan tanpa izin edar 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 

41 ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 7 

(tahun) tahun dan atau 

pidana denda paling banyak 

Rp.140.000.000,00 (seratus 

empat puluh juta rupiah). 

- 

Sumber: Undang-Undang No.9 Tahun 1960, Undang-Undang No.23 Tahun 1992, Undang-

Undang No.36 Tahun 2009. 
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Hal-hal baru yang dapat ditemukan pada tabel di atas mengenai tugas 

tenaga kesehatan yang awal mulanya berkewajiban untuk mematuhi standar 

profesi dan menghormati hak pasien diubah menjadi mengembangkan dan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Kelalaian yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan dulunya ditentukan oleh Majelis Disiplin 

Tenaga Kesehatan tapi sekarang kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih 

dahulu melalui mediasi. Selain itu, hal baru juga dapat ditemukan dalam 

penyelenggara fasilitas pelayanan, ketentuan mengenai perbekalan kesehatan, 

ketentuan mengenai kesehatan matra, ketentuan mengenai pembinaan, 

ketentuan mengenai pengawasan yang dulunya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah diubah dengan Peraturan Menteri. 

Dalam pemulihan dan penyembuhan penyakit terdapat perubahan dari 

melakukan tranfusi darah diganti dengan penggunaan sel punca. Bahkan 

dalam pembinaan juga mengalami tambahan tidak hanya pemerintah tetapi 

pemerintah daerah juga melakukan pembinaan. Mengenai hal hukuman dalam 

tindak pidana kesehatan juga mengalami sedikit perubahan dari dalam  UU 

kesehatan tahun 1992 ancaman hukuman dipidana 7 (tujuh) tahun atau denda 

paling banyak Rp. 140.000.000,00 ( seratus empat puluh juta rupiah) telah 

diubah menjadi 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

 



53 

 

B. Operasi Plastik Mengubah Garis Tangan Menurut Undang-Undang 

Kesehatan 

Bedah plastik memberikan kesempatan kepada seseorang untuk 

memulihkan keadaan fisiknya pada kondisi optimal dan lebih memperhatikan 

hasil akhir dari suatu tindakan pembedahan. Hal ini seperti yang tercantum  

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 bahwa:  

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial 

dan ekonomis. 
3
 

Pasal tersebut menjelaskan kesehatan yaitu keadaan dimana seseorang dapat 

memfungsikan semua organ tubuhnya dengan baik. Oleh karena itu, tidak 

berarti tindakan bedah lainnya tidak memperhatikan hasil akhir dari suatu 

tindakan bedah, tetapi bedah plastik lebih dikhususkan pada bentuk dari hasil 

tindakan pembedahannya. 

Dalam bedah plastik indikasi pembedahan dapat dibuat baik 

berdasarkan atas pertimbangan penderitaan fisik maupun penderitaan 

psikososial penderita sedangkan ilmu bedah lain indikasi pembedahannya 

hanya berdasarkan terutama atas penderitaan fisik. Selain ilmu kedokteran 

dan dasar-dasar ilmu bedah, bedah plastik dilengkapi dengan kemampuan 

imajinasi (goniometri, stereometri), keterampilan tangan (skills), dan jiwa 

seni (art). Jadi dalam bedah plastik, keinginan seseorang untuk mempunyai 

penampilan yang lebih baik akan dapat terwujud, karena teknologi yang 

                                                           
3
Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ...hal. 3 
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dikembangkan bedah plastik memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 

penampilan sesuai dengan keinginannya. Dalam Undang-Undang No 36 

Tahun 2009 Pasal 5 menyebutkan : 

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas 

sumber daya di bidang kesehatan. 

2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan 

yang aman, bermutu, dan terjangkau. 

3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan 

sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
4
 

 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dimata hukum semua masyarakat memiliki 

derjat yang sama dalam memperoleh suberdaya dibidang kesehatan. Hak 

yang diperoleh setiap orang harus memenuhi standart seperti bunyi pasal di 

atasa yaitu aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam pelayanan kesehatan 

semua orang diperbolehkan menentukan sendiri secara mandiri dan 

bertanggung jawab. 

Operasi plastik mengubah garis tangan  sering  dikaitkan dengan 

ilmu plamistri dimana menganalisa kepribadian, perilaku seseorang dan 

perkiraan masa depan atau nasib yang akan dialami dengan membaca garis 

tangan. Salah satu dampak dari kepercayan ilmu ini mengakibatkan seseorang 

melakukan operasi bedah plastik demi merubah garis tangan yang dimilikinya 

dengan begitu seseorang percaya nasibnya akan berubah setelah garis tangan 

yang dimiliki telah dirubah. Akan tetapi operasi plastik mengubah garis 

tangan juga digunakan oleh para dokter sebagai saran untuk seseorang yang 

mengalami luka bakar pada telapak tangan seseorang sehingga untuk 

                                                           
4
Ibit., hal. 5 
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memperoleh kesembuhan yang sempurna dilakukan operasi plastik mengubah 

garis tangan. Ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan mengenai diperbolehkan atau tidaknya operasi mengubah garis 

tangan dapat dilihat dari hal-hal tersebut: 

 

1. Tujuan Diperbolehkan Operasi Plastik 

Dalam Undang – Undang Kesehatan Pasal 69 ayat 2 dijelaskan bahwa 

bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma 

yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah 

identitas.
5
 Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa hal yang harus diwaspadai 

ketika melakukan operasi plastik adalah tidak  melanggar norma yang 

telah ditetapkan dalam masyarakat dan operasi yang dilakukan tidak 

mengandung unsur dalam merubah identitas. Operasi palstik merubah 

garis tangan biasanya dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk 

mengobati atau membentuk kembali garis tangan yang rusak akibat luka 

bakar dalam suatu kecelakaan, karena unsur kecantikan dan operasi plastik 

merubah garis tangan juga bisa dilakukan karena pengaruh dari ramalan 

garis tangan sehingga orang yang telah dibaca garis tangannya akan 

merubah garis tangan tersebut sesuai dengan ketetentuan yang dibicarakan 

oleh seorang palmist.
6
 Oleh karena itu melihat dari tujuannya, operasi 

plastik merubah garis tangan  menurut UU diperolehkan.  

 

                                                           
5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, hal.33 
6
 Orang yang membaca garis tangan 
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2. Sarana Dalam Melakukan Operasi 

Di dalam praktek terdapat 3 (tiga) macam sarana kesehatan yang 

dapat digunakan untuk melakukan bedah plastik, yaitu sebagai berikut : 

 

a. Tempat praktik dokter spesialis bedahplastik adalah sejenis klinik yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan, 

rawat inap, pelayanan satu hari atau home care yang melayani 

mengenai bedah plastik. 

b. Rumah Sakit Umum, sebagai tempat untuk segala macam 

pembedahan seperti yang dijelaskan pada Permenkes No. 56 Tahun 

2014 bahwa Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang 

memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis 

penyakit.
7
 

c. Rumah Sakit khusus Bedah Plastik, sebagai tempat untuk segala 

macam pembedahan bedah plastik  seperti yang dijelaskan pada 

Permenkes No. 56 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 bahwa rumah sakit 

khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada 

satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, 

golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
8
 

Rumah Sakit Khusus Operasi mengubah garis tangan ini 

merupakan operasi yang berbeda dengan operasi lainnya karena 

operasi ini biasanya dilakukan karena seseorang memiliki kepercayaan 

                                                           
7
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014,hal. l 2  

8
Ibid., ha. 12 
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terhadap seorang palmist (pembaca ramalan garis tangan) meskipun 

begitu, operasi ini harus tetap dilakukan di tempat yang benar-benar 

telah terjamin kualitasnya. Rumah sakit yang memiliki kualitas baik 

baisanya telah memiliki suarat izin edar yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No 

36 Tahun 2009 pasal 35 berbunyi Pemerintah daerah dapat 

menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta 

pemberian izin beroperasi di daerahnya. Jadi pelayanan serta fasilitas 

dalam kesehatan yang menentukan adalah pemerintah tidak asal 

diadakan tapi harus teruji keamanannya. 

Sesuai dengan pernyataan diatas bahwa operasi plastik 

mengubah garis tangan hanya boleh dilakukan ditempat yang benar-

benar memiliki surat izin edar dari pemerintah dan dilakukan ditempat 

yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri. 

 

3. Kemajuan Teknologi 

Bedah plastik semula hanya untuk diperuntukkan dalam 

menyembuhkan suatu penyakit,  seiring perkembangan zaman yang 

semakin modern  membuat banyak kemajuan dalam bidang teknologi 

salah satunya dalam dunia kesehatan yaitu melakukan operasi plastik 

mengubah garis tangan. Dilihat dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan pasal 42 yang berbunyi:  
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Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, 

diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.
9
 

Teknologi yang digunakan operasi mengubah garis tangan ini dalam 

prakteknya menggunakan teknologi laser yang membutuhkan waktu 10 

menit sampai 15 menit dalam pengoperasiannya. Meninjau dari pasal di 

atas maka laser yang yang digunakan dalam operasi mengubah garis 

tangan telah teruji keamananan mengenai laser tersebut. Mengenai alat 

kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 

2009 Pasal 106 berbunyi : 

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah 

mendapat izin edar.  

(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus 

memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak 

menyesatkan. 

(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan 

penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah 

memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi 

persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita 

dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Penjelasan dari pasal di atas adaah setiap pengamanan kesediaaan 

farmasi dan alat kesahatan menurut pasal 106 diselenggarakan untuk 

melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan 

sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu 

dan keamanan serta kemanfaatan.  Dalam pasal tersebut juga menjelaskan 

bahwa pemerintah melakukan pengendalian dalam hal sediaan farmasi dan 

                                                           
9
Hukormas Setditjen, “Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, dalam 

http://binfar.kemkes.go.id/2009/02/undang-undang-nomor-36-tahun-2009 tentang kesehatan 

/#, diakses 11 Januari 2018    
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alat kesehatan dengan cara mencabut izin edar dan melakukan penarikan 

dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan bagi yang tidak 

memenuhi syarat. Mengenai syarat izin alat kesehatan yang dimaksud 

dalam Pasal 106 ayat 2  dijelaskan secara rinci dalam PP No. 72 Tahun 

1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 

Pasal 28  

Penandaan dan informasi dan alat kesehatan yang harus di 

cantumkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 harus 

memenui persyaratan yang berbentuk tulisan yang berisi keterangan 

mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara objektif, lengkap  

serta tidak nmenyesatkan. 

Kerangan yang dimaksud sekurang-kurangnya berisi: 

a. Nama produk atau merk dagang; 

b. Nama badan usaha yang memproduksi atau memasukkan 

sediaan;  

c. Farmasi dan alat kesehatan kedalam wilayah Indonesia; 

d. Komponen pokok kesediaan farmasi dan alat kesehatan; 

e. Tatacara penggunaan; 

f. Tanda peringatan atau efek samping; 

g. Batas waktu kedaluarsa untuk sediaan farmasi tertentu. 

Oleh karena itu, ketika melakukan operasi mengubah garis 

tangan harus memakai alat-alat yang steril dan teruji keamanannya 

sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 alat 

operasi yang digunakan harus memperoleh izin edar yang terbukti 

memenui persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. 
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4. Tenaga ahli 

 

Berkaitan dengan tenaga medis dalam tindakan bedah plastik 

operasi mengubah garis tangan yang tercakup sebagai tenaga 

kesehatan yaitu yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. 

Operasi plastik ini dalam prakteknya membutuhkan keterampilan 

tangan (skills), dan jiwa seni (art) karena  seseorang yang melakukan 

operasi plastik ini biasanya menandai bentuk tangan yang akan 

dioperasi menggunakan spidol.  Dalam Pasal 22  dijelaskan bahwa 

tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi umum.  Disambung 

dengan pasal 63 ayat 4 yang berbunyi: 

Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu 

kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan 

untuk itu. 

 Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa seorang dokter yang 

dapat melakukan tindakan bedah plastik antara lain dapat berasal dari 

latar belakang pendidikan spesialis kedokteran, yaitu : 

1. Dokter spesialis bedah umum;  

2. Dokter spesialis bedah tulang;  

3. Dokter spesialis bedah plastik. 

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 

telah mengatur tentang wewenang tenaga kesehatan dalam  pasal 69 

ayat 1 berbunyi: 
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Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
10

 

Maksud dari pasal tersebut yaitu bedah plastik hanya boleh 

dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. 

Oleh karena itu, operasi mengubah garis tangan hanya dapat dilakukan 

oleh dokter spesialis bedah plastik karena pada dasarnya dokter umum 

dan dokter spesialis di luar spesialisasi bedah plastik tidak berwenang 

melakukan tindakan bedah plastik. 

Dengan menyimpulkan data di atas dapat di ketahui bahwa operasi 

plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 diperbolehkan dengan syarat operasi tersebut dilakukan dengan 

tujuan yang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Sarana dalam melakukan operasi juga harus jelas dan 

memiliki surat izin praktek seperti yang diatur dalam Permenkes No. 56 

Tahun 2014. Dalam penggunaan alat untuk melakukan operasi juga harus 

memenui persyaratan objektifitas dan kelengkapan serta terjamin mutu, 

keamanan dan kemanfaatan. Mengenai tenaga ahli dalam melakukan 

operasi plastik merubah garis tangan hanya dapat dilakukan oleh 

tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
11
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